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ABSTRAK

Nama Domain adalah alamat internet yang dapat digunakan dalam
berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat
unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Penggunaan nama domain
dalam era digital marketing tidak bisa dimaknai sebagai suatu alamat atas sebuah
website saja, tetapi juga sebagai representasi dan media pengenalan akan sebuah
lembaga, seseorang dan merek dagang atau jasa. Namun Penggunaan prinsip firts self
service dalam pendaftaran nama domain pada akhirnya menimbulkan berbagai
pelanggaran dan tindakan cybercrime dalam penggunaan internet dewasa ini.
Pemerasan dengan mendaftarkan nama domain yang bukan haknya, penyatutan nama
tokoh publik ataupun kesamaan dengan suatu merek tertentu, merupakan beberapa
bentuk pelanggaran terhadap nama domain. Dampak lain dari pelanggaran nama
domain ini adalah terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantara
penyedia barang dan jasa sejenis. Hal ini dimungkinkan, karena konsumen yang ingin
mencari informasi tentang merek tersebut terhalangi dengan adanya nama domain
tersebut. Melihat kemungkinan ini, bagaimana regulasi tentang pelanggaran nama
domain serta pandangan persaingan usaha dalam Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis
normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah diskriptif analitik.
Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode library research
dari undang-undang dan peraturan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pelanggaran nama domain
diatur dalam pasal 23 sampai dengan pasal 26 undang-undang informasi dan transaksi
elektronik, serta pasal 100 undang-undang merek dan pasal 19 undang-undang
larangan anti monopoli dan persaingan usaha. Bentuk pelanggaran nama domain,
cybersquatting dan typosquatting dengan itikad tidak baik telah melanggar hukum
merek, hukum persaingan usaha baik dalam pandangan hukum positif maupun
persaingan usaha dalam Islam, serta ketentuan dalam undang-undang Informasi dan
Transaksi Elektronik tentang pengelolaan nama domain. Sedangkan typosquatting
dengan tanpa itikad tidak baik harus membuktikan bahwa dia memiliki hak atas
nama domain tersebut dan tidak melanggar prinsip persaingan usaha.

Kata kunci : Domain, Persaingan Usaha, Hukum Islam, Merek.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987

dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

tidak dilambangkan

Be

Te

es titik atas

Je

ha titik di bawah

ka dan ha

De

zet titik di atas

Er

Zet

Es

es dan ye

es titik di bawah

de titik di bawah




te titik di bawah

zet titik di bawah

koma terbalik (di atas)

Ge

Ef

Qi

Ka

El

Em

En

We

Ha

Apostrof

Ye

I1. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap:

Cplaia ditulis
B ditulis
. Ta' marbutah di akhir kata.
1. Bila dimatikan, ditulis h:
i ditulis
L ditulis

muta‘aqqidin
‘iddah

hibah
jizyah

Xi



(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap
ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali
dikehendaki lafal aslinya).
2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:
Al daas  ditulis ni'matullah

kil 38 ditulis zakatul-fitri

IV. Vokal pendek

__& (fathah) ditulis a contoh G ditulis daraba
(kasrah) ditulis i contoh et ditulis fahima
& (dammah) ditulis u contoh S ditulis kutiba

V. Vokal panjang:
1. fathah + alif, ditulis a (garis di atas)
EEIYES ditulis Jjahiliyyah
2. fathah + alif maqstr, ditulis a (garis di atas)
e ditulis yas'a
3. kasrah + ya mati, ditulis T (garis di atas)
L ditulis majid
4. dammah + wau mati, ditulis @ (dengan garis di atas)
s R ditulis Sfurid)
VI. Vokal rangkap:
1. fathah + ya mati, ditulis ai
oSty ditulis bainakum
2. fathah + wau mati, ditulis au
J ditulis gaul
VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan
apostrof.
Qi) ditulis a'antum

Caae ditulis u'iddat

xii



A 84 gl ditulis la'in syakartum
VIII. Kata sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-
ol ditulis al-Qur'an
bl ditulis al-Qiyas
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf gamariyah.
el ditulis al-syams

el ditulis al-sama’

IX. Huruf besar
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang

Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf
awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang,
maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf
awak kata sandangnya.
X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

s il s 5 ditulis z|lawi al-furid}

4l dal ditulis ahl al-sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital marketing seperti saat ini, berjualan tidak harus memiliki sebuah
gerai ataupun modal yang sangat besar seperti dulu. Seseorang cukup memiliki
sebuah jaringan produk dan toko online agar bisa langsung berjualan, bahkan
omsetnya bisa mencapai jutaan rupiah tanpa harus punya toko dalam bentuk fisik.
Oleh karena itu, kebutuhan akan sebuah toko online sangat penting dalam
meningkatkan kepercayaan konsumen. Banyak brand besar mulai menggunakan
website ataupun toko online dalam memperkenalkan produknya, atau membuka
toko di marketplace seperti Tokopedia, Lazada, Bibli, Bukalapak.

Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan
Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan pada tahun 2017 sebanyak 143 juta
orang Indonesia telah terhubung ke internet." Jumlah ini lebih dari 50 persen
jumlah penduduk Indonesia yaitu sekitar 256,2 juta orang. Jumlah ini bisa jadi
bertambah mengingat survei ini dilakukan pada tahun 2017. Hal ini didukung pula
dengan laju pertumbuhan infrastruktur di bidang IT dan mudahnya mengakses
smartphone dengan varian harga yang terjangkau. Lebih lanjut APJII juga merilis
bahwa 49,52 persen pengguna internet di Indonesia adalah mereka yang berusia
19 hingga 34 tahun, usia yang produktif dan konsumtif dalam perkembangan e-
comerce di Indonesia. Pada tahun 2017, pemanfaatan internet dibidang ekonomi

didominasi oleh pencarian informasi harga barang, informasi membeli, beli online

! “Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017,

https://www.apjii.or.id/content/read/39/342/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-
Internet-Indonesia-2017, akses 2 agustus 2018 him. 1



sebanyaj 32,19 persen.? Dengan melihat perkembangan seperti itu serta pola
konsumsi masyarakat yang belanja lewat online semakin meningkat, maka
kebutuhan akan onlineshop berbasis web sangatlah dibutuhkan.

Kita amati sekilas setiap brand toko online ataupun marketplace
menggunakan sebuah nama domain yang mana cerminan dari usaha ataupun nama
dari merek dagang itu sendiri. Contoh saja Djarum.com yang merupakan nama
dari merek dagang rokok terbesar di Indonesia. Namun demikian, penggunaan
nama domain tidak hanya berkutat pada bisnis, lembaga sosial, instansi
pemerintahan, pendidikan juga menggunakan website sebagai wadah
memperkenalkan profil dan capaian kerja mereka. Ditambah lagi penggunaan
nama domain tidak bisa dimaknai hanya sebuah alamat, tetapi juga merupakan
media pengenalan brand ataupun merek dagang bagi penyedia barang dan jasa
untuk mempermudah para konsumen dan pelanggannya mengakses informasi

terbaru tentang produknya.

Menurut data dari PANDI dari Januari hingga Juni 2018 jumlah pengguna
domain .id mencapai 1.494.666 pengguna. Jumlah ini meningkat dari tahun lalu
dengan perhitungan bulan yang sama yaitu sebesar 1.474.538, pertumbuhannya
mencapai 20.128 pengguna.® Ditambah lagi dengan pertumbuhan e-comerce

selama 10 tahun terakhir mencapai 26,2 juta unit, dan bisa kemungkinan akan

? 1bid. HIm 29
¥ “Domain Statistics™ https://pandi.id/statistik, akses 2 Agustus 2018



terus meningkat.* Ini menunjukkan begitu besarnya potensi bisnis yang bisa

didapat dari penggunaan domain sebagai alamat website dan alat bisnis.

Berkembangnya suatu kegiatan ekonomi yang bisa dikatakan baru dan
memiliki potensi ekonomi yang besar dapat memunculkan berbagai tindakan
penyimpangan dan kejahatan. Dalam dunia internet sering kita dengar cybercrime,
Cyberspace, cyberteroriseme atau kejahatan cyber. Jenis kejahatan ini meliputi
penipuan, pelanggaran hak cipta, penyebaran berita bohong, hacking dan
pencatutan nama orang lain sehingga itu merugikan orang lain atau masyarakat
umum. Hal ini juga terjadi dalam penggunaan nama domain sebagai salah satu

alat dalam bisnis e-comerce.

Penggunaan prinsip firts self service dalam pendaftaran nama domain
sering sekali menimbulkan terjadinya perselisihan, di antara orang yang merasa
berkepentingan dan dirugikan atas penggunaan nama domain yang telah
didaftarkan, karena adanya kesamaan baik secara keseluruhan atau pada
pokoknya. Berdasarkan data dari World Intelectual Properti Organization
(WIPO) sepanjang tahun 2018 telah ada 2048 kasus tentang pelanggaran nama
domain yang masuk ke WIPO sampai tanggal 1 Agustus.’> Pengaduan ini berasal
dari seluruh dunia dan sejak tahun 2003 sampai 2015 hanya ada 6 kasus yang
berasal dari Indonesia. Sedangkan Penyelesain Perkara Nama Domain (PPND)

yang merupakan lembaga penyelesain sengketa domain .id dari pandi telah

e pertumbuhan e-commerce Indonesia tertinggi di dunia,”

https://www.liputan6.com/tekno/read/2957050, akses 3 Agustus 2018
S Total Number of Cases per Month for Year 2018,”
http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases_yr.jsp?year=2018, akses 3 Agustus 2018



menyelesaikan 10 perkara sejak tahun 2015.° Bila kita lihat secara nasional
memang masih sedikit, berdasarkan data dari PPND dan WIPO, namun banyak
juga perkara nama domain yang telah dibawa ke pengadilan dan badan arbitrase

selain ke WIPO.

Perselisihan nama domain timbul karena tindakan cybersquatting yang
memanfaatkan prinsip  firts self service dalam pendaftaran nama domain.
Pendaftar mendaftarkan merek, nama atau bisnis terkenal yang tidak ada
kaitannya dengan pendaftar. Pendaftar kemudian menjual nama domain langsung
ke pemilik merek, perusahaan atau pihak terkait dengan harga yang lebih mahal.
Salah satu tindakan cybersquatting yang lain adalah mendaftarkan nama domain
untuk mendatangkan pengunjung ke situsnya, atau tanpa sengaja pendaftar

mendaftarkan nama domainnya sama dengan merek terkenal.

Pemerasan dengan mendaftarkan nama domain yang bukan haknya,
penyatutan nama tokoh publik ataupun kesamaan dengan suatu merek tertentu,
merupakan beberapa contoh pelanggaran terhadap nama domain. Dampak lain
dari pelanggaran nama domain ini adalah terjadinya monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat diantara penyedia barang dan jasa sejenis. Hal ini
dimungkinkan, karena konsumen yang harusnya mengakses barang dan jasa dari
situsnya terhalangi karena tidak sesuai dengan merek dagangnya. Bisa
dibayangkan kerugian yang ditimbulkan, apabila ribuan pelanggan yang ingin
mengakses informasi dari situsnya, malah mengunjungi situs lain yang

menggunakan nama domain yang sama dengan merek dagang dan jasanya.

® «putusan,” https://ppnd.pandi.id/putusan, akses 3 agustus 2018



Contoh pada 2015 terjadi perselisihan nama domain antara brand mobil BMW
dengan seorang pemuda asal surabaya yang bernama Benny Muliawan. Benny
mendaftarkan nama domain BMW.id yang merupakan singkatan dari namanya.
Pihak BMW yang merasa dirugikan melakuakan somasi kepada Benny. Meski
Benny menggunakan nama domain tersebut tidak untuk usaha yang sama. tapi

tetap saja dimungkinkan terjadi kerugian.

Dari kemungkinan risiko adanya kerugian baik materiil ataupun imateriil
yang dialami oleh pemilik merek dagang dan jasa, atau pemilik nama orang
terkenal dari pelanggaran nama domain yang ada, maka penulis tertarik untuk
mengkaji sejauh mana hukum positif Indonesia mengatur nama domain. kemudian
pandangan hukum Islam dalam hal ini persaingan usaha dalam Islam melihat

pelanggaran nama domain.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai
permasalahan tersebut dengan mengambil judul “ Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Pelanggaran Nama Domain ”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi hukum positif Indonesia terhadap nama domain?.
2. Analisis pelanggaran nama domain terkait dengan persaingan usaha dalam
Islam.
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Mengetahui sejauh mana regulasi hukum positif Indonesia terhadap nama

domain, Serta upaya yang dapat ditempuh.



2. Untuk melihat pandangan hukum Islam terhadap pelanggaran nama

domain, dilihat dari persaingan usaha dalam Islam.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk :

1. Kegunaan Akademis
Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu
pengetahuan khususnya mengenai tinjauan yuridis terhadap perlindungan
nama domain dan menjadi referensi penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
Menjadi manfaat, dan rujukan praktis dalam advokasi kasus pelanggaran
nama domain.
D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka adalah kajian terhadap penelitian sebelumnya baik yang
dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti, yang bersinggungan
dengan pokok masalah yang akan di teliti oleh penulis. Maksud dan tujuan
telaah pustaka adalah untuk menghindari penduplikasian dan untuk
meengetahui posisi penelitian tersebut. Dalam rangka penulisan tentang
Pelanggaran Terhadap Kepemilikan Nama Domain Di Indonesia, maka penulis
akan menelaah pustaka — pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan
tersebut, diantaranya sebagai berikut :
Skripsi yang berjudul “Perlindungan Nama Domain Merek Terkenal
Terhadap Tindakan Cybersquatting di Internet menurut Hukum Positif
Indonesia” yang di tulis oleh Saghara Luthfillah Fazari (NIM.

105010104111026) dari Universitas Brawijaya Malang. Dalam skripsi skripsi



tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap tindakan
cybersquatting dan typosquatting menurut Undang-Undang No. 15 Tahun
2001.Tentang Merek, Undang — Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik, UDRP (uniform dispute resolution policy)
dan PANDI.

Meski sama — sama membahas perlindungan hukum terhadap pelanggaran
—pelanggaran nama domain, namun perbedaanya terletak pada analisis yang
digunakan. Skripsi ini menganalisis hukum positif saja, sedangkan penelitian
yang ditulis penyusun juga mengkaji dalam sudut persaingan usaha dan hukum
Islam.

Skripsi yang berjudul ““ Perlindungan Hukum Atas Hak Penggunaan Nama
Domain Ditinjau Dari Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Undang — Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen” yang ditulis oleh Tommy Ferdinand
Orie (Nim. 0910113197) dari universitas Brawijaya Malang. Dalam skripsi
tersebut dibahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan domain
name hijacking yang dianalisis dengan Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang

perlindungan konsumen, serta menurut kebijakan PANDI.2

” Saghara Lutfhfillah Fazari, “Perlindungan Nama Domain Merek Terkenal Terhadap
Tindakan Cybersquatting di Internet menurut Hukum Positif Indonesia”, skripsi Program Studi
IImu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, (2014), him. 6

8 Tommy Ferdinand Orie, “ Perlindungan Hukum Atas Hak Penggunaan Nama Domain
Ditinjau Dari Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik Serta Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”,
skripsi Program Studi llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, (2015) him. 6



Penelitian ini lebih menetiberatkan pada analisis tindakan domain name
hijacking yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap nama
domain. Penggunaan Undang-Undang perlindungan konsumen di sini
dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konsumen
yang dirugikan oleh intanacrocs.com dan tokocrocsonline.com. sedangkan
hasil penelitian ini diharapkan menjadi data penguat untuk penulis, karena
penelitian penulis mencakup hukum persaigan usaha, hukum merek dan hukum
Islamnya.

Penelitian yang ditulis oleh Luthfan lbnu Ashari, Budi Santoso dan
Paramita Prananingtyas dengan judul perlindungan hukum bagi pemegang hak
atas merek terhadap nama domain yang sama menurut hukum positif di
Indonesia yang dimuat dalam jurnal Diponegoro Law Journal.® Dalam
penelitian ini peneliti mencoba membandingkan perlindungan hukum terhadap
pemegang merek atas tindakan cybersquatting menurut hukum positif di
Indonesia dan perbandingannya dengan hukum internasional yang mengatur
dan penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan terhadap masalah tersebut.
Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun lebih kepada
bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindakan cybersquatting, tentu
saja nantinya penelitian ini bisa menjadi bahan penguat penulis dalam

menyusun tulisan ini.

% Luthfan Ibnu Ashari dkk, “perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap
nama domain yang sama menurut hukum positif di Indonesia,” Diponegoro Law Journal Vol. 5,
No. 3 (2016) him. 5



Penelitian yang ditulis oleh Jordan Sebastian Meliala, Afifah Kusumadara,
dan M. Zairul Alam dengan judul Perlindungan Nama Domain Dari Tindakan
Pendaftaran Nama Domain Dengan Iktikad Buruk Berdasarkan Hukum Positif
Indonesia dan Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy™ dari fakultas
Hukum universitas Brawijaya. Dalam penelitian ini tema yang diangkat tidak
jauh dengan dengan jurnal yang ditulis oleh Luthfan lbnu Ashari, Budi Santoso
dan Paramita Prananingtyas. Pada pokok pembahasannya sama yang
membedakan hanyalah contoh kasus sebagai obyek penelitiannya. Bila
Meliala, Afifah Kusumadara, dan M. Zairul Alam menganalisis kasus Mr.
Peter Frits Saerang and PT. Peter Frits Saerang v. ImediaBiz. Pty. Ltd dan
LEGO Juris A/S v Harri yang dianalisis berdasarkan prosedur yang berlaku di
WIPO Arbitration and Mediation centre, sedangkan Luthfan Ibnu Ashari, Budi
Santoso dan Paramita Prananingtyas membahas secara umum mengenai upaya
apa yang bisa dilakukan atas selengketa nama domain. Dilihat dari sini, apa
yang peneliti telita sudah berbeda.

E. Kerangka Teoretik
Kerangka teori merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma
yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan penelitian, atau untuk
merumuskan hipotesis (jika ada). Penyajian landasan teoritik dilakukan dengan

pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan

19 Jordan Sebastian Meliala, “Perlindungan Nama Domain Dari Tindakan Pendaftaran
Nama Domain Dengan Iktikad Buruk Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Uniform Domain
Name Dispute Resolution Policy” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
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dalam satu bangunan teori yang utuh.** Dalam penelitian ini penulis akan
menggunakan 4 buah teori, meliputi hukum Merek, hukum Larangan Anti
Monopoli dan Persaingan Usaha serta hukum Informasi Dan Transaksi
Elektronik. Hasil analisis dari penggunaan tersebut atas pelanggaran nama
domain akan penulis gunakan untuk mengkaji dari sudut pandang hukum
Islam.

1. Teori Hukum Merek

Berdasarkan pasal 1 undang-undang nomor 20 tahun 2016, Merek
adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo,
nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi
dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua)
atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang
diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan
barang dan/atau jasa. Dibuatnya ketentuan mengenai merek untuk
memberiakn kepastian hukum dan menjamin hak kekayaan intelektual dari
kegiatan illegal.

Merek terdiri atas merek dagang dan merek jasa. Merek dagang
adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum
untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan Merek Jasa
adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum

1 Tim revisi, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa (Yogyakarta : Fakultas
syari’ah press, 2009) him. 3
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untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Disini ditekankan
perlunya adanya unsur pembeda yang harus dipenuhi saat pendaftaran
merek.

Berdasarkan pasal 100 undang-undang merek disebutkan seseorang
bisa dikenai ketentuan pidana apabila secara tanpa hak menggunakan
merek yang sama pada keseluruhannya atau pokoknya dengan merek
terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis. Ketentuan pidana
ini juga berlaku apabila mengunakan tanda yang mempunyai persamaan
pada keseluruhan atau pokoknya dengan indikasi Geografis milik pihak
lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang
dan/atau produk yang terdaftar. Penulis akan menggunakan teori ini,
umtuk menganalisis pelanggaran atas nama domain.

2. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengaturan mengenai nama domain diatur dalam undang-undang
nomor 19 tahun 2016 pasal 23 sampai pasal 24 tentang nama domain, hak
kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi. Dalam pasal 23 ayat 2
disebutkan bahwa kepemilikan dan penggunaan nama domain harus
didasarkan pada :
a. Itikad baik
b. Tidak melanggar persaingan usaha secara sehat

c. Tidak melanggar hak orang lain

Apabila pendaftar terbukti mendaftarkan nama domainnya dengan

iktikad buruk maka akan dikenai sanksi administratif sampai sanksi
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pidana. Disini juga ditekankan agar tidak melanggar hak orang lain, seperti
melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang
terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.
Penulis akan mengguanakan ketentuan dalam bab ini untuk menganalisis

pelanggaran nama domain.

3. Persaingan usaha dalam Islam
Prinsip dasar muamalah dalam Islam adalah segala sesuatu pada
dasarnya boleh untuk dilakukan selagi belum ada hukum atau dalil yang
mengharamkannya. Begitu halnya dengan perdagangan, yang merupakan
bagian dari kegiatan muamalah. Pada prinsipnya berdagang itu
diperbolehkan, namun ada beberapa alasan yang dapat mengakibatkan

berdagang dilarang.

Islam mengijinkan adanya perdagangan dan persaingan, hamun
tetap tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan.
Persaingan tidak lagi dimaknai sebagai usaha mematikan pesaing lainnya,
tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari usaha
bisnisnya. Ada tiga unsur yang perlu dicermati dalam membahas
persaingan bisnis menurut Islam yaitu 1. Pihak-pihak yang bersaing, 2.
Cara bersaing, 3. Produk atau jasa yang dipersaingkan. Penlis akan
menggunakan pendekatan cara bersaing menurut Islam dalam

menganalisisn pelanggaran terhadap nama domain.

4. Magashid Syariah
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Maqoshid al-syari’ah adalah ketentuan hukum mengenai berbagai masalah
figih yang bersifat umum. Maqoshid al-syari’ah dalam arti kemaslahatan
terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila
terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara
jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui maqoshid al-
syari’ah.
Dalam Maqoshid al-syari’ah terdapat lima kaidah asasi atau bisa
disebut al gowa 'id al-khamsah, yaitu:
a. Setiap perkara tergantung pada niatnya
W aalia ) 5aY)
b. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan
Ll J oy o)
c. Kesulitan mendatangkan kemudahan
d. Kemudaratan (harus) dihilangkan
J) ) all
e. Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum

125 Qo 3l

Penulis dalam tulisan ini akan mengkaji permasalahan nama domain
dengan menggunakan kaidah yang pertama yaitu Setiap perkara tergantung

pada niatnya. Kaidah ini akan penulis gunakan untuk menganalisis

2 H.A. Djazuli, Kaidh-Kaidah Figih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis, (Jakarta: Prenadamedia, 2006), him. 9
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tindakan typosquatting berdasarkan pada iktikad baik dan tanpa iktikad

baik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode

penelitian Kualitatif, yaitu Jenis penelitian yang tidak menggunakan

Perhitungan Matematis, Statistik, dan lain sebagainya.'® Adapun perangkat

penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research),
yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang
diperoleh dan bersumber dari kepustakaan.** Adapun sumber tersebut
adalah buku-buku ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi,
jurnal, dan sumber sumber lain baik yang tertulis maupun dalam
bentuk elektronik.

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, deskriptif yaitu
menjelaskan tentang permasalahan sesuai dengan fakta yang
ditemukan. Sedangkan yang dimaksud dengan analitis adalah usaha
mencari dan menata secara sistematis tentang fakta yang kemudian
akan dilakukan penelaahan untuk mencari makna yang dimaksud.

Dalam hal ini penyusun menganalisis bentuk tindakan pelanggaran

13 exy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. ke-8 (Bandung: PT. Remaja
Rosda Karya, 1997), him. 6.
¥ Hadi Sutrisno, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offse, 1990) him. 9.
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nama domain ditinjau dari etika bisnis Islam dan sejauh mana hukum
positif Indonesia mengatur akan pelanggaran nama domain.
3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai reverensi dalam penelitian ini

adalah :

a. Sumber Data Primer
Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. dalam
penelitian ini sumber data primer yang digunakan penulis untuk
mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan yaitu UU no 20
tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan
Kominfo No 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain
Serta UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan UU No 20 Tahun
2016 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha.

b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer, berupa:
buku, jurnal, artikel, dokumen, internet dan sumber lain yang
memeliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Sumber Data Tersier
Data tersier digunakan untuk memberi petunjuk terhadap data
primer dan data sekunder,seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Kamus Bahasa Inggris Dan Kamus Hukum.

4. Pendekatan Masalah
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Sesuai dengan pokok masalah dalam pembahasan ini, pendekatan yang
penyusun gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu
menjelaskan bagaimana hukum positif mengatur perlindungan
terhadap nama domain.
5. Analisis Data

Dalam menganalisis data untuk mendapatkan kesimpulan yang valid,
peneliti menggunakan analisis dengan metode deduksi. Metode
deduksi merupakan proses pemikiran yang bermula dari suatu
pernyataan umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus.*

G. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab.
Setiap bab terdiri dari sub bab yang bertujuan agar skripsi tersusun dengan
sistematis. Adapun sistematika pembahasan dapat dijelaskan sebagai
berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi : latar
belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua berisikan mengenai gambaran umum mengenai teori
hukum positif, hukum pidana

, hukum perdata, hukum merek dan hukum teknologi dan transaksi

elektronik serta prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam.

!> Sukarmudi dan Haryanto, Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2008), him. 18
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Bab ketiga berisikan mengenai gambaran umum mengenai nama
domain, bentuk dan modus pelanggarannya serta beberapa contoh kasus
yang pernah terjadi selama ini.

Bab keempat membahas mengenai analisis kasus — kasus
pelanggran nama domain dan keberlakuan hukum positis menyikapi
tindakan pelanggaran tersebut.

Bab kelima berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok

masalah dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penggunaan nama domian pada era digital marketing seperti ini, tidak
dimaknai lagi sebagai sebuah alamat situs internet saja, tetapi juga
dimaknai sebagai media pengenalan yang mewakili jenis usaha, merek,
dan nama seseorang dalam mengenalkan dirinya kepada khalayak umum.
Namun penggunaan prinsip pendaftaran pertama (first come first serve)
dalam pendaftaran nama domain, telah menimbulkan beberapa
pelanggaran hukum dalam dunia internet (cyberspace), diantaranya adalah
cybersquatting yaitu pendaftaran nama domain merek atau orang terkenal
yang belum didaftarkan, dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapat
keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Yang kedua adalah typosquatting
adalah tindakan pendaftaran nama domain yang mana nama domain yang
di daftar memiliki kesamaan seluruhnya atau sebagian dengan nama merek
dagang tertentu.

Tindakan cybersquatting dilihat dari sudut pandang hukum positif
jelas telah melanngar serta dapat dikenai ketentuan pidana dan perdata
dalam hukum merek, hukum persaingan usaha dalam hal ini penguasaan
pasar yang diatur dalam pasal 19 undang-undang anti monopoli dan
persaingan usaha. Kemudia tindakan cybersquatting juga diatur dalam
hukum informasi dan transaksi elektronik (ITE), pasal 23 yang mengatur

nama domain dan penggunaannya. Sedangkan dalam tindakan

72
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typosquatting harus dilihat apakah dalam pendaftaran nama domain
tersebut dengan iktikad baik atau tidak. Apabila registrant dapat
membuktikan bahwa pendaftran nama domainnya tidak dengan iktikad
buruk, dan tidak melanggar prinsip persaingan usaha, maka tidak
melanggar ketentuan pasal 23 UU ITE dan pasal 19 undang-undang anti

monopoli. Namun dalam sudut pandang merek tetap melanggar.

Mekanisme penyelesain sengketa yang dapat ditempuh adalah lewat
jalan mediasi dari registri nama domain atau pengadilan dan badan
arbitrase baik internasional dan nasional. PANDI juga menyediakan forum

penyelesain sengketa yaitu PPND untuk doamin .id.

. Pandangan hukum islam, dalam hal ini persaingan usaha dan magoshidus
syari’ah memandang bahwa kegiatan cybersquatting dan typosquatting
dengan iktikad tidak baik telah melanggar prinsip persingan usaha dalam
islam karena terbukti dengan sengaja menghalangi pesaingnya untuk ke
konsumen dan menghalagi pesaingnya untuk memiliki nama domain yang
sesuai dengan merek dagang atau jasanya. Namun untuk kasus tertentu
seperti penggunaan nama domain untuk menangkal paham-paham
radikalis, ataupun untuk menangkal fitnah dan berita adudomba, maka
tindakan typosquatting bisa dibenarkan dalam pandangan magashidus
syari’ah.

Sedangkan kegiatan typosquatting tanpa iktikad tidak baik, meski
secara tidak sengaja dalam tindakannya, tapi secara tidak langsung

merugikan pesaingnya. Meski demikian belum bisa dikatakan melanggar
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dalam pandangan persaingan usaha dan magashidus syari’ah. dengan
catatan, dialah yang berhak atas kepemilikan nama domain tersebut.
B. Saran

1. Harus dibuat regulasi antar instansi terkait pendaftaran merek dan nama
doamin. Contoh saat seseorang mendaftarkan merek dagang atau jasa juga
difasilitasi perizinan pendaftaran nama domain. Hal ini untuk mencegah
terjadinya tindakan pelanggaran terhadap nama domain, karena merek dan
nama domain merupakan paket komplit.

2. perlunya memasukkan ketentuan nama domain ke dalam undang-undang
merek. hal ini sangat penting karena dalam ketentuan undang-undang
informasi dan transaksi elektronik hanya mengatur sanksi administratif.
sedangkan kerugian yang ditimbulkan dengan adanya pelanggaran ini bisa
jadi sangat besar.

3. dalam mensosialisakan mengenai penggunaan, pengelolaan nama domain,
PANDI bisa turut menambahkan nilai agamis dan bertanggung jawab

agar tidak merugikan orang lain.
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TERJIEMAHAN

Hal.

Nomor
Footnote

Ayat al-Qur’an

Terjemahan Ayat

31

27

An-Nisa (4) : 29

Hai orang-orang Yyang beriman,
janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang
batil, kecuali dengan perdagangan
yang berlaku dengan suka sama suka
diantara kamu, Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu

36

15

Kaidah pertama
lima kaidah asasi

semua perkara tergantung pada
maksudnya

37

16

Kaidah Pertama

sesuatu yang tidak diisyaratkan
untuk dinyatakan, baik secara global
ataupun terpeinci, apalila seseorang
menyatakanya tetapi keliru, maka
hal itu tetap tidak membatalkan.

37

16

Kaidah Kedua

sesuatu  yang di dalamnya
disyaratkan harus ditentukan, maka
kekeliuran dalam menentukannya
dapat membatalkan ibadah.

37

16

Kaidah Ketiga

sesuatu yang harusnya disebutkan
secara global dan tidak disyaratkan
disebutkan secara terperinci, apabila
penyebutan itu keliru, maka dapat
membatalkan ibadah yang
dilakukan.

37

1%

Kaidah niat dalam
muamalah

hal yang dipertimbangkan dalam
akad-akad (transaksi)  adalah
maksud dan maknanya, bukan pada
ucapan dan rangkaian kata-katanya
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